BAB V¥
PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal §

(1) Pembina umum Penyidik Pegawal Negeri Sipil dilakukan oleh
Kepala Daerah bekerja sama dengan Instansi Penegak Hukum ;

(2) Penyidik Pegawal Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya
perada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Hubungan kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur sesuai dengan keten-
tuan perundangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasat 10

Beaya pelsksanaan tugas penyidikan dan pembinaan Penyidi-
kan Pegawal Negeri Sipil, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kotamadays Daerah Tingkat II Modjokerto.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Damerah ini, akan
ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah, sepanjang mengenai
pelaksanaannya.

Pasal 12

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya
. Daerah Tingkat II  Mojokerto tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat

II Mojokerto ;

{2) Peraturan Daerah 1ni mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah-

kan pengundangan Peraturan Dserah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kotamadya. Daerah Tingkat II Mojokerto.
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BAB I
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

Kepala Daerah, adalah Walikotamadym Kepala Daerzh Tingkat II
Mojokerto ;

Penyidik, adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi
wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan Penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah Kotamday Daerah Tingkat IT Mojo-
kerto yvang memuat ketentuan Pidana ;

. Peraturan Daerah, adalah Peraturan Daerah Tingkat I1 MoJjoker-

to, yang memuat ketentuan pidana dan yang telah berlaku sah
serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dacrah
Tingkat II Mojokerto ;

Pegawai Negeri 8Sipil, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1974 ;

. Kepala Xantor atau Dinas atau Bagian, adalah Kepala Kantor

atau Dinas atau Bagian di Lingkungan Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto yang membidangi materi Peraturan-
Daerah yang bersangkutan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN WEWENANG

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di 1lingkuncan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto ;

Penyidik Pegawai Negeri $Sipil dalam melaksanakan tugasnya
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
melaiui ¥epala Kantor atau Dinas atau Baglan masing-masing.
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Pasal 3
Penyidik Pegawal Negeri Zipil mempunyal wewenang :
a. menerima laporan atau pengaduan darl seseorang tentang
adanya tindak pildana ;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat Kkejadian
dan melakukan pemeriksaan ;

¢. menyurun  berhentl seseorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka ;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorand;

f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka ;

g. mendatargkan crang akli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaarn perkara ;

h. mengadakan penghantlian penyldikan setelah mendapat petunjuk
dari PenylGik Kepclisian Negara Republik Indonesia bahwa
tidak tlexdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan selanjutnya wmelalui Penyidik
Kepolisian Necara Republik Indonesia memberitahukan hal
tersebut kepada Pernuntot Umum, tersangka atau keluarganya ;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat diper-

tanogung jewsbian.
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c. Daftar Penilaian g gtl

(2) Wewsnang peny:dikan seiagaloana dimaksud pada ayat {1) pasal
ini, dilakukan terhader pelanggaran Peraturan Daerah dalam
wilayah hukum ditempat Penjldlk Pegawal Negerl Sipil terse-
but ditempatkan ;

' {3) Dalam melakukan tugasnya, Tenyidik Pegawal Negeri Sipil tidak

berwenang melakukan penengkapan dan atau penahanan.

Paeai 4

(1) Penyidik Pegawal Neceri Sipil membuat berita  acara setiap
tindakan tentzng :

pereriksaan tersangka
pemasykan rumah ;

penyit=zan berda ;

pemer Lkaaan suzat ;

pemer ikszan saksi ;
pemeriksaan ditempat kedadian.

o Q0 oo

(2) Berita Acsra sebagaimana dimsksud pada ayat (1) Pasal ini,
dikirim kepada Penuntut Umum Kejakszan Negeri melalui Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indeonesia.

EAB TII
PERSYARETEN PENYIDIK

pasal 5

Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai  Penyidik
Pegawal Negeri ZSipil, adalah

a. Pegawal Negeri Sipil ' berpangkat serendah-rendahnya  Pengatur
Muda Tingkat I (golongan [1/b) yang bertugas dalam bidang
penyidikan ;

b. Berpendidikan screndah-randahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
atau berpengidikan  frwascs dibldang penyidiRan  atau  kiczus
dibidang teknis operasiconzl atau berpengalaman minimal 2 (dua)
tahun pada bidang tehnis cperasional ;

ahernzan Pekerdjaan (Dp 3) Pegawal Negeri
Sipil urtuk celauwa 2 (dzg) tahun terakhlr terturut-turut harus
maik

terisi dengan nilal ! ;

d. Berbudan sehat yang dinyatakan dengan keterangan Dokter,

BEAB IV
PENGANTKATAN, TEMREREENTIAN DAN MUTASI

Pasal ©

Izr perberhentian Penyidik Pegawal Negeri
Sipil, dizjulkan oleh 3 Daeran kepada Menteri Kehakiman
melalul Menteri Dalsm Neceri dengan mengirim tembusan kepada
Jaksa Awung dan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia
guna mendteostkan sertishanoan serta satu  lembar tembusan
kepada Gubermnuy Kemzla Dazrzah Tingkat I Jawa Timur ;

(1) Usul pengangkalan

(2} Usul Pengangzataniva acsar pencatumkan Peraturan Daerah n
i 2
menjadi <a Bulis horian kewenangan dan wilayah huokum

Penyidik Pegawal Nezeri s5ipll dengan melampirkan kelengkapan
administrasi yang diperlukan.

Pasal 7

“asl, balk mengenal Jjabatan maupun
=r1 Sinil yang bersangkutan, HKepala
fw*gklwan melalul Menteri  Dalam
Verala Deerah Tingkat 1 Jawa
1ergebut guna mengadakan perubahan

Timur, tPnCan‘ b
pada Keoulusan e sy
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PENJELASZAHN
ATAS

PERATURAN DAERAR KOTAMADYA DAERAH TINCKAT II MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 1990

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGFRI SIPIL DI LINGKUNCGEN
PEMERINTAH KOTAMADYA DAFERAH TINCKAT II MOJCKERTO

PENJELASAN UMUM

Sebelum berlakunya Urdang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) maka landasan hukum bagi Penyidik (yang dahulu dikenal
dengan sebutan Pembantu Jaksa atau Hulp Magistraal) adalah Het Hersiene
Inlandsch Reglewan (HIR) Staatsblad 1941 Nomer 14 atau Regleman Indonesia
yang diperbarui (RIB).

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana {(KUHAP) Jjuncte Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang
Pelaksanaan KUHAP, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 tahun
1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negri Sipil dan Peraturan Menteri
Kehakiman Nomor M-—-05-PW.07.03 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawal Negeri Sipil,
maka sesual dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun
1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, masalah Penyidik Pegawal
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Deerah Tingkat II Mojokerto,
periu diatur dengan suatu Peraturan Daerah.

Diharapkan dengan Peraturan Daerzh ini penyidikan terhadap pelangga-
ran Peraturan Daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga
ketertiban dan keamanan dan kepastian hukun dalam masyarakat tercapal.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup jelas ;

Pasal 2 ayat (1} : Peraturan Daerah ini Kkhusus mengatur Penyidik Pegawal
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto ;

ayat (2} : Cukup jelas ;

Pasal 3 : Cukup jelas ;

Pasal 4 1 Cukup Jjelas ;

Pasal 5 : Cukup jelas ;

Pasal &6 : Cukup jelas ;

Pasal 7 : Cukup Jelas ;

Pasal 8 : Yang dimaksud dengan pembinaan dalam pasal ini, meliputi
kegiatan peningkatan mutu Penyidik Pegawai Negerli Sipil
antara lain melaluil pendidikan dan latiban.

Pasal 9 : Undang-undang Nomor 8 tahun 1%81 berikut peraturan

pelaksanaannya adalah peraturan yang menjadi dasar hukum
dari setiap Departemen atau Instansi yang memberikan
kewvenangan pada Penyidik Pegawal Negeri Sipilnya masing-
masing untuk welakukan penyidikan. 0Oleh karena itu
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam welaksanakan tugas-
nya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyldik
POLRI. Koordinasi dan pengawasan yang dimaksud acalah
menyangkut aspek tugas atau fungsi yang bersifat repre-
sive atau yusticial yang diemban olesh fungsi reserse
pada POLRI secara beérjenjang.



Pasal 10

Parmal

Pasal

Untuk itu mekanisme kerja, mekanisme koordinasi J=0
pengawasan terhadap Penyidik Pegawal Negerl Sipll agar
hubungan kerja antara Penyidik POLRI terselenggari
secara efektif, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
perundangan yang pada saat Peraturan Deerah inl disusun
adalah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia tanggal 31  Oktober 1985  Nomor Pol.
SKEP/369/1985, berikut perubahannya yeng mungkin nantl
diadakan.

: Beaya dalam mendukung pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai

Negeri Sipil menjadi beban Anggaran Pendapatan Can
Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

1 Cukup Jelas ;
: Cukup jelas .



